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JANSEN ALEXANDER TANDIRAU (E21108275): “Analisis Pengelolaan 
Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja”65 Halaman + 5 Tabel + 1 Gambar + 
18 Daftar Pustaka (1998-2010) Pembimbing I: Drs. Lutfi Atmansyah, MA, 
Pembimbig II: Drs. La Tamba, M.Si. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh potensi pajak daerah di Kabupaten 
Tana Toraja khususnya Pajak hotel yang cukup dapat memberikan kontribusi 
terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja. Namun karena 
belum dikelolah dengan baik, peaksanaan pemungutan serta pengawasan 
terhadap pemungutan pajak itu sendiri maka pendapatan dan penerimaan yang 
diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. 
Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah penelitian adalah bagaimana 
pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja dan faktor apa yang 
mempengaruhi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan 
manfaat penelitian yaitu untuk memberi informasi tentang pengelolaan pajak 
daerah di Kabupaten tana Toraja, serta sekaligus dapat memberi referensi bagi 
mereka yang tertarik dengan tema : analisis pengelolaan pajak daerah di 
Kabupaten Tana Toraja. Adapun indikator yang digunakan adalah perencanaan, 
pengorganisasian, peggerakan, dan pengawasan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif, yaitu 
menggambarkan apa adanya kejadian yang diteliti. Metode ini digunakan dengan 
alasan untuk memperoleh data yang objektf dan valid dalam rangka 
memecahkan masalah yang ada. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam penelitian ini analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. 
Adapun hasil penelitian yaitu kontribusi pajak hotel masih sangat rendah. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk 
membayar pajak. Serta dilihat dari prosedur pemungutan dan prasarana masih 
kurang. Selain itu pengawasan, baik pengawasan langsung maupun 
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I. 1. Latar Belakang 
Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan 
tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada 
khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri 
hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana tersedia. Dana tersebut dapat 
diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam dan luar negeri, baik sektor 
swasta maupun pemerintah.Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri 
adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta 
langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, 
juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 
Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 
pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan 




Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan 
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi 
keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah 
yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk 
melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, 
dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah 
untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh 
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah.Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali 
sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara 
efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak sebagai sumber 
penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
pajak dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. 
Pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan daerah pada 
dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang 
menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat 
pada umumnya.Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari 
daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam peraturan pajak daerah maupun menikmati jasa yang diberikan 
oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang. Hal ini 
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menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak daerah akan 
memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu 
memahami ketentuan pajak dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya 
dengan penuh tanggung jawab. 
Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan 
berbagai sendi kehidupan masyarakat.Masing-masing jenis pajak memiliki 
objek, subjek, tarif, dan berbagai pengenaan tersendiri, yang mungkin 
berbeda dengan jenis pajak daerah lainnya. Semangat otonomi daerah yang 
diberlakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau 
kebupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak. 
Mungkin saja satu jenis pajak dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak 
dipungut di daerah lainnya selain itu, kalaupun dipungut pada berbagai 
daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis. 
Pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan 
pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang 
pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Penetapan pajak sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan 
dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya 
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undang-undang tentang pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun tentang perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004. 
Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut, dimana daerah 
diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurusi 
rumah tangganya sendiri sebagai potensi dan kekayaan yang dihasilkan oleh 
daerah tidak lagi harus diserahkan kepada pusat, tetapi sebagian besar tetap 
menjadi milik daerah asal.Termasuk dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah 
dimana salah satu sumber PAD adalah pajak yang dalam pengaturannya 
daerah dituntut untuk lebih optimal dalam pengelolaan pajak khususnya pajak 
daerah agar penerimaan keuangan daerah dapat lebih meningkat. 
Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembangunan disegala 
bidang kehidupan dan penghidupan berbangsa dan bernegara sangat 
tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi segala kekuatan nasional 
yang ada dipadukan dengan wujud pengelolaan yang berdayaguna dan 
berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah yaitu peningkatan sumber keuangan daerah diperlukan suatu 
pengelolaan keuangan yang baik sehingga apa yang menjadi target dapat 
tercapai. Dan untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah 
diperlukan aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang baik yang berfungsi 
melayani masyarakat, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme, karena pada saat sekarang ini sering kali terjadi gejala-gejala di 
atas dimana pelaksana tugas baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah 
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daerah belum menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak efektif dan 
efisien. 
Untuk menghindari terjadinya gejala-gejala di atas baik itu dalam 
lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diperlukan suatu 
upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan tersebut dengan cara 
meningkatkan kemampuan dan kinerja aparatur pemerintah dalam 
pengelolaan pajak daerah. Pajak Daerah dari tahun ke tahun selalu 
mengalami perubahan baik perubahan karena peningkatan maupun karena 
penurunan, oleh karena itu pajak daerah harus dikelola sebaik-baiknya 
sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). 
Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja mempunyai 
peranan yang cukup besar dalam menunjang penerimaan pendapatan asli 
daerah (PAD), yang dapat dilihat dari table berikut: 
Tabel 1 
Capaian Penerimaan Pajak Daerah Kab. Tana Toraja 
Tahun 2007-2011 
















1. Pajak Hotel 124,09 155,06 121,89 81,21 155,78 
2. Pajak Restoran 100,54 133,93 131,27 72,63 96,99 
3. Pajak Hiburan 42,86 111,86 88,50 24 123 
4. Pajak Reklame 115,80 120,89 103,81 92,60 78,50 
5. Pajak Pen. Jalan 64,30 45,34 77,29 90,97 110,58 
6. Pajak Bhn Gal. Gol C 120,53 129,08 88,87 83,55 105,50 
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja, 2012 
Dari tabel capaian jenis penerimaan di atas dapat dilihat bahwa 
jumlah penerimaan pajak daerah dari tahun 2007-2011 ada enam macam, 
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yaitu; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak 
penerangan jalan, dan pajak bahan galian tambang golongan C. Dari tabel 
tersebut terlihat bahwa pajak hotel memiliki potensi cukup tinggi untuk 
ditingkatkan penerimaannya. 
Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah otonomi dalam 
melaksanakan pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan 
dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, 
pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya. 
Apabila dilihat dari segi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja 
dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk 
melaksanakan Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama khususnya 
dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel. Salah satu 
pajak yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya 
adalah Pajak Hotel. Namun kenyataan pajak tersebut selama ini tidak pernah 
mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap 
memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya 
pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel berdasarkan yang ada dan yang bisa 
dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di 
Kabupaten Tana Toraja. Serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang 
dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Tana Toraja. 
Kontribusi penerimaan Pajak Hotel masih  sangat  minim. Ini dapat  
dilihat  dari  lima  tahun  terakhir  persentase  kontribusi  Pajak  Hotel hanya 
dibawa 10%. 
Dalam realisasi penerimaan pajak tersebut besarnya pajak daerah 
untuk tahun anggaran 2007 yaitu Rp.2.025.869.477,- Pajak hotel sebesar 
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Rp.125.797.627,- dan memberikan kontribusi kepada daerah sebesar 6,2%. 
Pada tahun anggaran 2008 pajak daerah sebesar Rp.2.148.471.059,- Pajak 
hotel sebesar Rp.186.073.180,- dan memberikan kontribusi kepada daerah 
sebesar 8,66%. Pada tahun anggaran 2009 pajak daerah mengalami 
penurunan setelah adanya pemekaran Kabupaten Tana Toraja sebesar 
Rp.1.788.539.524,- Pajak hotel sebesar Rp.71.912.545,- dan memberikan 
kontribusi kepada daerah sebesar 4,02%. Pada tahun anggaran 2010 pajak 
daerah sebesar Rp.1.811.302.161,- Pajak hotel sebesar Rp.63.429.997,- dan 
memberikan kontribusi kepada daerah sebesar 3,50%. Pada tahun anggaran 
2011 pajak daerah sebesar Rp.2.356.018.513,- Pajak hotel sebesar 
Rp.121.664.486,- dan memberikan kontribusi kepada daerah sebesar 5,16%. 
Padahal jika dilihat dari hotel/penginapan yang ada di KabupatenTana Toraja 
berjumlah 13 buah pada dasarnya cukup memberikan kontribusi pendapatan 
dan penerimaan pajak daerah. Namun belum dikelolah secara optimal, baik 
dari per hitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan serta 
pengawasan terhadap pemungutan pajak hotel itu sendiri, maka pendapatan 
dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan potensi yang ada. 
Selain itu, sistem dan aturan yang selama ini belum disesuaikan dengan 
keadaan pajak daerah sehingga nampak pengelolaan belum mampu 
memberikan kontribusi yang diharapkan khususnya dalam peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah 
kabupaten Tana Toraja perlu memikirkan secara serius masalah-masalah 
yang erat hubungannya dengan pajak hotel dan berupaya mengoptimalkan 
peningkatan penerimaan pajak, sehingga pajak hotel dapat memberikan 
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kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan 
Pendapatan Asli Daerah secara umum. 
Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk lebih mengkaji hal 
tersebut sehingga mendorong penulis untuk membuat skripsi dengan judul: 
“Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja”. 
I. 2. Rumusan Masalah 
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari Pajak 
Daerah.Oleh karena itu perlu dikelola sebaik mungkin agar pendapatan 
daerah dapat meningkat, sehingga dapat membiayai keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, dengan ini dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Pajak Daerah di 
Kabupaten Tana Toraja?  
I. 3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yaitu : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten 
Tana Toraja. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan  





I. 4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini 
dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut:  
1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan 
khususnya perkembangan ilmu administrasi Negara khususnya pada 
bidang manajemen publik dan sebagai bahan masukan yang dapat 
mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang 
penelitian yang sama. 
2. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan berguna bagi DPPKAD Kab. Tana Toraja sebagai suatu 
bahan informasi, masukan, dan pertimbangan demi menghasilkan konsep 
pengelolaan pajak daerah yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi dimasa 
mendatang. 
3. Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas 
wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) 
terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan 
pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam 
mengapresiasikan/mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan 
selama proses perkuliahan. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat 
guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada jurusan 






II. 1. Landasan Teori 
II.1.1 Konsep Analisis 
Pengertian analisis dalam kamus Bahasa Indonesia (1990:32) 
adalah : 
Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) dimana penguraian suatu 
pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 
pemahaman arti secara keseluruhan. 
 Soejadi (1997:107) mendefenisikan analisis sebagai berikut : 
Analisis adalah rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, 
sistematis dan objektif dengan menerapkan metodologi atau teknik ilmu 
pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, 
perincian, pemecahan terhadap suatu objek atau sasaran sebagai salah 
satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub komponen – sub 
komponen yang lebih kecil. 
Di bidang Administrasi, analisis yang dilakukan itu tergolong dalam 
pengertian logical analysis (analisis dengan pikiran menurut logika) untuk 
dibedakan dengan analisis dalam ilmu alam atau kimia (physical atau 
chemical analysis). 
Selanjutnya Komaruddin (1994:31) mengemukakan pengertian 
analisis sebagai berikut: 
Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 
menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 




Dari pengertian di atas, maka analisis menyangkut beberapa 
unsur pokok antara lain sebagai berikut:  
1. Analisis merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang 
didasari pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui. 
2. Mempelajari bagian pembagian secara rinci dan cermat sehingga apa 
yang ingin diketahui menjadi gambaran yang utuh dan jelas. 
3. Ada tujuan yang ingin dicapai yaitu pemahaman yang tepat terhadap 
suatu objek kajian. 
Menurut Handoko (2000:24) analisis secara sistematik adalah 
mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasi informasi tentang 
suatu pekerjaan-pekerjaan. 
II.1.2 Pengertian Pengelolaan 
Istilah pengelolaan adalah istilah yang sering dipakai dalam ilmu 
manajemen karena secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata 
dasar “kelola” dalam bahasa inggris disebut “to manage” dan biasanya 
merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu yang mencapai 
tujuan tertentu sebagaimana yang dikatakan Terry dalam J. Smith, D. F. M 
(2003:1) bahwa : 
Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang 
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. 
Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaanya adalah “managing” 
(pengelolaan), sedangkan pelaksananya disebut manager atau pengelola. 
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Menurut Terry yang dikutip oleh Siagian (1992:19) mengemukakan 
pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami 
sebagai suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan 
baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
Jadi dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka dapat 
dikatakan bahwa dalam setiap aktifitas pengelolaan setidaknya terkandung 
beberapa unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan yaitu:  
1. Adanya suatu proses atau kerangka kerja yaitu suatu aktifitas yang 
sistematis dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan, dimana 
kegiatan tersebut merupakan rangkaian pelaksana fungsi-fungsi dan 
antara fungsi yang satu tidak dapat dipisahkan dari fungsi yang lain. 
Fungsi-fungsi tersebut pada dasarnya juga dijalankan dalam organisasi. 
2. Menggerakkan atau menggunakan tenaga orang lain dan sumber daya 
lainnya. 
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 
Pengertian Manajemen menurut Siagian (1995:15), adalah : 
Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam 
rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan 
demikian manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen 
adalah pelaksana utama dari administrasi. 
Balderton (Westra, 2000:12), mengartikan manajemen sebagai: 
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Usaha penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia 
untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai 
suatu tujuan. 
Menurut Hasibuan (1996:43), manajemen adalah: 
Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 
sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
Moekijat (2001:1), mengartikan manajemen sebagai: 
Suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan 
mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-
sumber lain. 
Sedangkan arti manajemen menurut George R. Terry  merupakan: 
Suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk 
menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui 
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya. 
Inti dari pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Unsur sifat, yaitu manajemen sebagai suatu seni dan manajemen 
sebagai suatu ilmu.  
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 
pengawasan. 
3. Unsur sasaran, yaitu pegawai (orang yang menjadi unsur integral dalam 
organisasi) dan mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang 
dilakukan organisasi dalam usaha mencapai tujuan. 
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai manajemen yang dikemukakan 
George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan dan pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi. 
II.1.2.1 Perencanaan (Planning) 
Perencanaan dalam arti luas tidak lain adalah suatu proses 
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pada 
hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis 
usaha manusia. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai 
tujuan sebaik-baiknya dengan memberdayakan semua daya yang ada 
agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. 
Adapun pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh 
Koontz dan O’Donnel (Hutabarat, 1984:33) mengemukakan bahwa : 
Perencanaan berhubungan dengan pemilihan sasaran/tujuan, strategi, 
kebijakan, program, dan prosedur pencapaiannya.Perencanaan adalah 
suatu pengambilan keputusan, manakala perencanaan ini menyangkut 
pemilihan diantara alternatif. 
Jadi dengan demikian tanggungjawab perencanaan tidak 
dapat dipisahkan sama sekali dari penyelenggaraan manajemen, baik 
perencanaan pada tingkat pimpinan atas, tingkat pimpinan menengah, 
maupun pada perencanaan pimpinan tingkat bawah. 
Sedangkan perencanaan sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Hutabarat (1984:32) adalah merupakan: 
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Tindakan perkiraan-perkiraan (estimating) untuk masa yang akan 
dating, yang disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman atau data 
dan fakta-fakta masa lalu dan masa kini. 
Nawawi (1994:37) berpendapat bahwa perencanaan pada 
dasarnya berarti suatu keputusan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, 
pembuatan sebuah rencana (perencanaan) harus melalui proses 
pengambilan/penetapan keputusan (decision making). Dengan 
demikian perncanaan adalah proses penetapan keputusan mengenai 
pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 
tertentu di masa depan, yang terarah pada suatu tujuan tertentu. 
Apabila dikaitkan dengan sebuah organisasi, maka perencanaan 
merupakan sebuah proses pengambilan keputusan mengenai 
pekerjaan/kegiatan yang harus diwujudkan melalui kerjasama 
sejumlah orang, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 
bersama. 
Selanjutnya pendapat Silalahi (1996:135) bahwa perencanaan 
merupakan : 
Kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur 
pendayagunaan manusia, materiil, informasi, financial, metode dan 
waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektifitas pencapaian 
tujuan. 
Sedangkan rencana (plan) adalah serangkaian kegiatan dan 
tindakan yang telah ditetapkan atau suatu arah tindakan yang disusun 
secara terperinci melalui mana kebijaksanaan-kebijaksanaan 
digerakkan dan dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa semua kegiatan 
dan tindakan administratif atau manajerial didasarkan atau disesuaikan 
dengan rencana yang sudah ditetapkan. 
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Menurut Terry (Winardi, (1986:53), perencanaan adalah : 
Pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta 
menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa 
mendatang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-
kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil 
tertentu. 
Widjojo Nitisastro dalam Bintoro (1985:14) juga 
mengemukakan bahwa perencanaan pada dasarnya berkisar pada 
dua hal yaitu: 
a. Penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang 
hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai 
yang dimiliki oleh masing-masing yang bersangkutan. 
b. Pilihan diantara alternatif yang dianggap efektif dan efisien serta 
rasional guna mencapai tujuan tersebut. 
Lebih lanjut Bintoro (1985:12) memberikan pengertian 
perencanaan dalam tiga hal yaitu : 
a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses 
mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang 
akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 
b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan 
sebaik-baiknya dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada 
lebih efektif dan efisien. 
c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang 
akan dilakukan bagaimana, kapan dan oleh siapa. 
Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan 
perkataan lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan 
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baik melalui tiga cara. Cara-cara tersebut yaitu: Pertama, mengetahui 
sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu 
diketahui lalu diusahakan agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-
syarat tersebut. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai 
suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. 
Ketiga, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang 
harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah, 
pimpinan dapat pula menciptakan suatu rencana yang baik, dengan 
perkataan lain pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai 
masalah yang harus terpecahkan dengan sistematis. 
Adapun fungsi dari perencanaan, yaitu: 
a. Menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai 
tujuan. 
b. Sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi 
pada pelaksanaan rencana yang telah disusun. 
c. Merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. 
d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan segala sumber 
daya yang dimiliki organisasi. 
e. Memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap 
pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama/koordinasi. 
f. Menetapkan tolak ukur (kriteria) kemajuan pelaksanaan program 
setiap saat. 
II.1.2.2. Pengorganisasian (Organizing) 
Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan 
menyusun rencana-rencana atau program-program untuk 
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mencapainya, maka mereka perlu merancang dan mengembangkan 
suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program 
tersebut secara sukses. 
Menurut Terry (Winardi, 1986:223) bahwa pengorganisasian 
adalah:  
Tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 
antara orang-orang, sehhingga mereka dapat bekerja sama secara 
efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal 
melaksanakan tugas-tugas dalam lingkungan tertentu guna mencapai 
tujuan dan sasaran tertentu. 
 
Pada bagian lain Terry (2003:17) menambahkan dengan 
mengemukakan bahwa organizing mencakup: Pertama, membagi 
komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan kedalam kelompok-kelompok. Kedua, membagi tugas kepada 
seorang manager untuk mengadakan pengelompokan dan: Ketiga, 
menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. 
Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga 
pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi 
dimasukkan sebagai bagian dari unsur-unsur organizing.  
Menurut Siagian (2005:42), pengorganisasian adalah:  
Keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, 
kewenangan dan tanggungjawab sedemikian rupa sehingga tercipta 
suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan 
kesatuan yang telah ditetapkan. 
 
Pengertian di atas dipertegas oleh Kontz dan O’Donnell 
(Hutabarat, 1984:43) yang mengemukakan bahwa:  
Pengorganisasian (organizing) berhubungan dengan pengaturan 
struktur melalui penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan dari suatu 
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badan usaha secara keseluruhan atau setiap bagiannya. 
Pengelompokan kegiatan-kegiatannya, penugasannya, pelimpahan 
wewenang, untuk melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi, 
kewenangan dan hubungan informasi baik horizontal maupun vertikal 
dalam struktur organisasi itu. 
 
Dengan demikian, fungsi pengorganisasian sebagai salah 
satu fungsi fundamental manajemen adalah menciptakan struktur 
formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan. 
Organisasi sebagai media/cara kerja sama sejumlah manusia 
untuk mencapai tujuan, tidak akan berkembang dan berlangsung 
efektif dan efisien tanpa koordinasi. Kerja sama memerlukan 
koordinasi, sebaliknya di dalam koordinasi terdapat kerja sama. 
Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan 
membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih 
kecil.Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan 
pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. 
Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan 
tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, 
bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang 
bertanggungjawab atas tugas tersebut, pada tingkat mana keputusan 
harus diambil. 
Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap yaitu: 
a. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap 
individu dalam mencapai tujuan organisasi. 
b. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang 
secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian 
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kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat 
diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, 
tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu 
c. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada 
koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan 
yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan 
membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan 
mengurangi ketidakefisienan dan konflik. 
II.1.2.3. Penggerakan (Actuating) 
Setelah tujuan organisasi di organisir dengan baik dalam 
suatu wadah dengan tata hubungan kerja yang baik pula, maka 
langkah selanjutnya adalah bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan 
diimplementasikan.Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana adalah 
manusia dan anggota yang ada di dalam organisasi, maka fungsi 
penggerakan menjadi sangat penting dalam konteks pencapaian 
tujuan organisasi. 
Atmosudirjo (Hutabarat, 1984:51) mengemukakan bahwa 
aktuasi (actuating) adalah: 
Gabungan dari beberapa fungsi manajemen sebagai pelaksana hasil-
hasil perencanaan dan pengorganisasian.Aktuasi dijalankan setelah 
adanya rencana (plan) dan organisasi. 
 
Sedangkan menurut Terry (Winardi, 1986:313) memberikakan 
definisi bahwa actuating merupakan:  
Usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok demikian rupa 
hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-
sasaran perusahaan yang bersangkutan dan sasaran anggota-anggota 
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perusahaan tersebut oleh karena para angota ingin mencapai sasaran-
sasaran tersebut. 
 
Jadi penggerakan adalah tindakan-tindakan yang 
menyebabkan seseorang mau bekerja atau berbuat atau sekelompok 
orang mau bekerja sama dalam suatu wadah untuk melaksanakan 
seganap rencana sesuai dengan bidang dan bagian masing-masing 
dalam usaha mencapai tujuan, yang dalam hal ini ada beberapa 
kegiatan yang menjadi komponen dari penggerakan pelaksanaan 
antara lain adalah pimpinan, pendorong atau motivasi, dan 
pemudahan kerja. 
Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam 
kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti 
dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam 
mencapai tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan 
ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia 
juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu 
sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. 
Prinsip pengarahan/penggerakan yaitu: 
a. Prinsip mengarah pada tujuan 
b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan 
c. Prinsip kesatuan komando 
Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada 
bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik 
mungkin, dan diharapkan untuk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 
di atas. Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa: 
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a. Orientasi, merupakan cara pengarahan dengan memberikan 
informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. 
b. Pemerintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang 
yang berada dibawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu 
pekerjaan atau kegiatan tertentu kepada keadaan tertentu. 
c. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan 
melimpahkan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada 
bawahannya. 
II.1.2.4. Pengawasan(Controling) 
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
memegang peranan penting dalam pengelolaan suatu organisasi. 
Secara umum pengertian pengawasan adalah tindakan yang bertujuan 
untuk memastikan apakah sumber daya dalam suatu organisasi baik 
manusia maupun peralatan (sarana dan prasarana) dapat 
didayagunakan dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan, tindakan 
dilakukan meliputi pengecekan hasil kerja, apakah sesuai dengan 
rencana yang telah disusun atau tidak. Adanya pengecekan dalam 
pelaksanaan pengawasan bertujuan agar jika terjadi kekeliruan dalam 
pelaksanaan kegiatan ataupun jika terjadi penyimpangan-
penyimpangan dalam kegiatan organisasi segera dapat diluruskan 
ataupun dicarikan jalan keluar. 
Terry (Winardi, 1968:395) secara singkat mendefenisikan 
pengawasan atau controlling dengan mengatakan bahwa: 
Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, 
maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan 
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tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 
rencana-rencana. Controlling atau pengawasan dapat dianggap 
sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan-
penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas 
yang direncanakan. 
 
Sejalan dengan pandangan tersebut, Siagian (Hutabarat, 
1984:63) mengemukakan bahwa: 
Pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan seluruh 
kegiatan organisasi untuk menjamin upaya semua pekerjaan yang 
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
 
Sedangkan Rossenblatt, et.al. (Effendy, 1996:28) 
mengemukakan bahwa pengawasan adalah:  
Proses pengecekan rencana dan penelusuran penyimpangan dari arah 
yang telah direncanakan serta suatu aktivitas yang berkesinambungan. 
 
Jadi sesuai dengan defenisi di atas bahwa pengawasan itu 
sangat erat kaitannya dengan funsi-fungsi manajemen lainnya, 
sehinnga dengan demikian fungsi pengawasan ada pada setiap 
tahapan administrasi. 
Dengan demikian fungsi pengawasan dalam manajemen 
merupakan salah satu faktor vital yang akan tercapainya tujuan-tujuan 
organisasi, karena walaupun suatu kegiatan telah melalui tahapan 
perencanaan yang baik dan rasional, prosedur-prosedur pelaksanaan 
telah ditetapkan, namun hasil kerja yang dinampakkan belum tentu 
akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika penerapan 
pengawasan secara setengah hati. 
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Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan dalam suatu 
organisasi berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu adanya 
pengawasan. Dari beberapa pengertian diatas, terlihat pula bahwa 
terdapat hubungan yang erat diantara perncanaan dan pengawasan. 
Dimana pengawasan merupakan suatu usaha untuk menentukan apa 
yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-
tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai 
dengan yang telah direncanakan, oleh karena itu tanpa ada 
perencanaan, maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena 
tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai pembanding guna 
menilai pelaksanaan pekerjaan. 
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan 
yang telah disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan 
membandingkan antara kenyataan standar yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mencegah dan 
mengadakan koreksi atau pembetulan apabila pelaksanaannya 
menyimpang dari rencana yang telah disusun. 
Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah 
kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan 
dalam rencana. Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi 
perencanaan. Makin jelas, lengkap serta terkoordinir rencana-rencana 
makin lengkap pula pengawasan. 
Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya 
seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang 
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telah disusun sebelumnya, Soewarno Handayaningrat (1981:144), 
menjelaskan fungsi pengawasan sebagai berikut: 
a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 
tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 
b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya 
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. 
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan 
kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 
d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar 
pelaksanaan tidak mengalami hambatan pemborosan. 
Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh 
manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu 
pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung 
(indirect control). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung 
adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan 
terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. 
Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, 
on the spot observation dan on the spot report. Akan tetapi karena 
banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pimpinan terutama dalam 
organisasi yang besar maka seorang pimpinan tidak mungkin dapat 
selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pimpinan sering 
pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang 
dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan 
yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui 
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laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan tersebut dapat 
berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak 
langsung adalah bahwa para bawahan seringkali hanya melaporkan 
hal-hal yang positif saja, padahal seseorang pemimpin yang baik akan 
menuntun bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat 
positif maupun yang bersifat negatif. Pengawasan tidak langsung akan 
dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan 
saja, oleh karena itu pengawasan tidak langsung saja tidak cukup. 
Adalah sebuah kebijaksanaan apabila pimpinan organisasi 
menggabungkan teknik pengawasan langsung dan pengawasan tidak 
langsung dalam menjalankan fungsinya. 
II.1.3. Pajak 
II.1.3.1. Pengertian Pajak 
Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Yusdianto 
Prabowo, SE (2006:2) mengemukakan bahwa : 
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) terutama 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan 
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung 
dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan. 
Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja yang 
dikutip oleh Munawir (1992:2) yaitu : 
“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya 




Dari beberapa pengertian pajak yang telah dikemukakan di 
atas, dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian 
pajak antara lain:  
a. Iuran rakyat kepada Negara. 
b. Dapat dipaksakan karena berdasarkan kekuatan hukum yaitu 
dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaanya. 
c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni 
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Dari ciri dasar pajak yang harus terpenuhi dalam pengertian 
pajak di atassesuai dengan perundang-undangan yang mendukung 
berlakunya pemungutan pajak di Indonesia serta kekayaan yang 
diperoleh dapat pula mendorong atau menunjang kebijaksanaan 
dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Maka definisi pajak secara 
umum adalah iuran kepada Negara, berdasarkan undang-undang, 
yang dapat dipaksakan dengan imbalan yang diberikan secara tidak 
langsung (umum) oleh pemerintah guna membiayai kebutuhan 
pemerintahan Negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mengatur di bidang sosial ekonomi. 
II.1.3.2. Fungsi Pajak 
a. Fungsi Penerimaan 
Fungsi penerimaan dari pajak adalah fungsi untuk mengisi kas 
Negara yang merupakan salah satu sumber utama bagi penerimaan 




b. Fungsi Mengatur (regular) 
Fungsi mengatur adalah sebagai alat untuk mengatur di bidang 
sosial dan ekonomi pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu yang diharapkan oleh Negara/pemerintah. Misalnya, dalam 
rangka meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. 
II.1.3.3 Penggolongan Pajak 
1. Berdasarkan Sifatnya 
a. Pajak Bersifat Subyektif. Pajak yang bersifat subyektif adalah 
pajak yang berdasarkan pada keadaan diri subyek pajaknya 
(wajib pajak). Dalam hal ini jumlah pajak yang terutang 
dipengaruhi oleh keadaan diri subyek pajaknya. Contohnya : 
Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Bersifat Obyektif. Pajak yang bersifat obyektif adalah pajak 
yang berdasarkan pada keadaan obyek pajaknya yang berupa 
benda, keadaan, atau peristiwa, dan setelah ada obyeknya baru 
ditentukan subyek pajaknya. Contohnya : PPN & PPnBM. 
2. Berdasarkan Cara Pemungutannya 
a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dipungut secara berkala dan 
pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak serta tidak dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : 
Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dipungut karena 
perbuatan atau peristiwa tertentu dan pada akhirnya pembayar 
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pajak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya: Pajak 
Pertambahan Nilai. 
3. Berdasarkan Lembaga 
a. Pajak Pusat/Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut dan 
dikelola oleh pemerintah pusat dan hasil penerimaanya sebagai 
sumber utama bagi APBN yang digunakan untuk membiayai 
rumah tangga Negara, baik biaya rutin maupun biaya 
pembangunan. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM. 
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh 
pemerintah daerah dan hasil penerimaanya sebagai sumber 
utama APBD yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 
daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. 
Contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dll. 
II.1.4. Pajak Daerah 
II.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah 
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pajak merupakan 
sarana bagi pemerintah untuk memperoleh dana dari masyarakat yang 
akan digunakan dalam membiayai program-program pembangunan, 
maka pemerintah daerah pun memberlakukan pajak ini sebagai pajak 
daerah. 
Penetapan pengertian pajak daerah itu dianggap perlu 
sehubungan dengan pengesahan peraturan daerah yang berada 
ditangan pemerintah daerah itu sendiri. Sesuatu hal penting bahwa 
dengan adanya undang-undang tersebut memberikan sedapat 
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mungkin batas-batas tertentu antara lapangan pajak daerah dan 
lapangan pajak pusat. 
Adapun pengertian pajak daerah seperti yang dikemukakan 
oleh Davey(1988) adalah : 
1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan 
dari daerah sendiri. 
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi 
penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 
3. Pajak yang ditetapkan dan atau yang dipungut oleh Pemerintah 
Daerah. 
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat 
tapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan kepada, 
atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.  
Lebih lanjut Siahaan (2006:10) menjelaskan bahwa 
pengertian pajak daerah adalah : 
Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi  atau badan 
kepada pemerintah daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang 
yang dapat dipaksakan berdasarka peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.  
Selanjutnya pengertian pajak daerah menurut Undang-undang 
Nomor 28Tahun 2009 tentang pajak daerah adalah : 
“Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pajak daerah memiliki 
ciri dan karakteristik tersendiri sebagai pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah, namun ciri yang melekat tersebut tidak terlepas 
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dari pajak umum. Tujuan dari pemungutan pajak daerah adalah untuk 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada 
beberapa ciri yang melekat pada pajak daerah yaitu sebagai berikut : 
a. Pajak Daerah dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah 
Daerah. 
b. Pemungutannya dapat dipaksakan dan pemungutannya tersebut 
tidak mengharapkan balas jasa (kontra prestasi) dari pemerintah. 
c. Pajak Daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, 
yakni peraturan Daerah. 
d. Hasil penerimaan Pajak Daerah digunakan untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran daerah, baik untuk penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, pelayanan masyarakat daerah, maupun 
pembangunan daerah. 
II.1.4.2. Jenis-jenis Pajak Daerah 
Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
terdiri dari: 
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
d. Pajak Air Permukaan. 
e. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 
a. Pajak Hotel. 
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b. Pajak Restoran. 
c. Pajak Hiburan. 
d. Pajak Reklame. 
e. Pajak Penerangan Jalan. 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
g. Pajak Parkir. 
h. Pajak Air Tanah. 
i. Pajak Sarang Burung Walet. 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
Adapun kriteria pengukuran untuk menilai pajak daerah 
menurut Devas, dkk (1989:61-62) yaitu sebagai berikut : 
1. Hasil (Yield) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam 
kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya. 
2. Keadilan (Equity) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus 
jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil baik secara 
horizontal maupun vertikal. 
3. Daya guna ekonomi (Economic Efficiency). Pajak hendaknya 
mendorong (atau setidak-tidaknya tidak menghambat) penggunaan 
sumber daya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi 
salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan 
memperkecil beban lebih pajak. 
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4. Kemampuan melaksanakan (Ability to Implement), suatu pajak 
haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan 
kemauan tata usaha. 
5. Kecocokon sebagai sumber penerimaan daerah (Stability as a Local 
Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana 
suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat 















II.2. Kerangka Pikir 
Untuk memudahkan dan menyamakan persepsi kita terhadap karya 
ilmiah ini, maka di bawah ini penulis akan memberikan gambaran tentang 
































III.1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif, dimana dalam proses penelitian yang digunakan 
berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk 
menemukan solusi dalam permasalahan tersebut 
Alasan memilih pendekatan kualitatif karena hal ini berkaitan dengan 
konsep dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang 
lebih menekankan pada masalah proses dengan cara mendeskripsikan suatu 
masalah. 
III.2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
III.3 Tipe Penelitian 
Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan 
atau menggambarkan kenyataan-kenyataan (fakta-fakta) dengan 
mengemukakan keadaan-keadaan mengenai objek penelitian sebagaimana 
adanya secara lengkap. Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamati 
secara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain, tanpa 
pengujian hipotesa atau hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian 
ini, maka objek penelitian ialah pengelolaan pajak daerah. 
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Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan 
bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, 
selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta 
mengambil kesimpulannya. 
III.4. Unit Analisis 
Unit analisis penelitian ini adalah “organisasi” yaitu Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana 
Toraja. Penentuan unit analisis tersebut adalah karena kajiannya menyangkut 
masalah pengelolaan pajak daerah yang telah menjadi tugas DPPKAD dalam 
menjalankan fungsi dan perannya. 
III.5. Informan 
Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau 
terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat 
merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan 
jumlah informan yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidangnya 
khususnya dalam pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Tana Toraja. 
Adapun informan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan. 
2. Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan 
3. Staff Bidang Pendataan dan Penetapan 





III.6. Jenis Data 
Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yang bersumber 
dari wawancara (interview), observasi dengan pengamatan langsung di lokasi 
penelitian dan analisis isi dari bahan-bahan tertulis. Wawancara (interview) 
tentang pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja adalah data 
diperoleh dari dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian. 
Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berdasarkan 
sumbernya dapat diklasifikasikan dari dua sumber yaitu : 
a) Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis 
lakukan berdasarkan pedoman yang telah dibuat serta pengamatan secara 
langsung terhadap responden. 
b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat 
mendukung kelengkapan data primer. 
Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersama-sama 
dimaksudkan agar saling melengkapi yang disesuaikan dengan keperluan 
penelitian. 
III.7. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dari data 
primer maupun sekunder. Dalam hal ini: 
1. Observasi 
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek 
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penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat 
mengenai hal-hal yang di teliti serta untuk mengetahui relevansi antara 
jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
2. Wawancara 
Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang 
atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 
guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. 
3. Dokumentasi 
Penelitian dengan dokumentasi maksudnya adalah dalam proses 
pengumpulan data diperoleh dari data tertulis seperti; dokumen resmi, 
arsip-arsip, buku-buku maupun literatur yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. 
III.8. Fokus Penelitian 
Fokus Penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Dalam 
penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan fungsi-fungsi 
manajemen sebagai acuan dari pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Tana 
Toraja. Adapun fungsi-fungsi tersebut yaitu : 
a. Perencanaan  
Perencanaan, yaitu penentuan pokok-pokok tujuan dan sasaran 
dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja. 
b. Pengorganisasian  
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Pengorganisasian, yaitu pembagian pekerjaan, pembatasan tugas 
dan tanggungjawab serta penetapan hubungan antara unsur-unsur dalam 
pelaksanaan pengelolaan pajak daerah. 
c. Penggerakan  
Penggerakan, yaitu usaha pimpinan atau atasan dalam 
menggerakkan setiap orang/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan 
pengelolaan pajak daerah. 
d. Pengawasan 
Pengawasan, yaitu upaya yang dilakukan dalam mengawasi 
pelaksanaan pemungutan pajak daerah. 
III.9. Teknik Analisis Data 
Penulis menggunakan teknik analisa data yang sesuai dengan 
metode yang digunakan dalam penelitian ini maka analisis data yang 
digunakan dalam pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. 
Secara operasional analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Dalam 
melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang 
dijelaskan Miles dan Huberman (1992) dalam skripsi Riwayati (2007) yang 
terdiri dari beberapa tahapan antara lain : 
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 
data yang diharapkan. 
54 
 
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, trasformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data 
(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai 
dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. 
3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Namun yang 
paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah 
dengan teks yang bersifat naratif. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution 
drawing/ verification), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan 












DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Deskripsi Lokasi Penelitian dan Keadaan Wilayah 
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian ini 
dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tana Toraja. Tempat ini dijadikan lokasi penelitian karena 
melihat potensi pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja sangat besar 
khususnya Pajak Hotel. Dengan meningkatnya penerimaan pajak hotel ini 
tentunya memberikan sumbangsih yang besar terhadap peningkatan PAD 
di Kabupaten Tana Toraja. 
Adapun kondisi geografis Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai 
berikut; 
Kabupaten Tana Toraja yang beribukota Makale, secara geografis 
terletak di bagian utara Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan yaitu, 
antara 2° Lintang Utara -3° Lintang Selatan dan 119° Bujur Timur -120° 
Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2054,30 km. 
Dengan batas-batas yaitu : 
• Sebelah Utara adalah Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi 
Barat. 
• Sebelah Selatan adalah Kabupaten Enrekang dan Kabupaten 
Pinrang. 
• Sebelah Timur adalah Kabupaten Luwu. 
• Sebelah Barat adalah Propinsi Sulawesi Barat. 
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Secara administratif, Kabupaten Tana Toraja meliputi 19 
Kecamatan, 112 Lembang, dan 47 Kelurahan. Pembagian wilayah 
kecamatan, jumlah lembang serta kelurahan serta luas kecamatan adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2010 
 










1 Bonggakaradeng 5 1 206,76 10,06 
2 Simbuang 5 1 194,82 9,48 
3 Rano 5 - 89,43 4,35 
4 Mappak 5 1 166,02 8,08 
5 Mengkendek 13 4 196,74 9,58 
6 
Gandang Batu 
Sillanan 9 3 108,63 5,29 
7 Sangalla 3 2 36,24 1,76 
8 Sangalla Selatan 4 1 47,80 2,33 
9 Sangalla Utara 4 2 27,96 1,36 
10 Makale 1 14 39,75 1,93 
11 Makale Selatan 4 4 61,70 3,00 
12 Makale Utara - 5 26,08 1,27 
13 Saluputti 8 1 87,54 4,26 
14 Bittuang 14 1 163,27 7,95 
15 Rembon 11 2 134,47 6,55 
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16 Masanda 8 - 134,47 6,56 
17 
Malimbong 
Balepe 5 1 211,47 10,29 
18 Rantetayo 3 3 60,35 2,94 
19 Kurra 5 1 60,50 2,94 
20 Jumlah 112 47 2054,30 100,00 
 Sumber: RPJMD Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2012 
Kondisi Topografi Tana Toraja terdiri dari daerah pegunungan, 
perbukitan dan lembah dengan ketinggian antara 150 m – 3083 m di atas 
permukaan laut dengan rincian sebagai berikut : 
• 18.425 Ha(5,80%) pada ketinggian 150 – 500 m. 
• 143.314 Ha (44,70%) pada ketingian 501 – 1000 m. 
• 118.330 Ha (36,90%) pada ketinggian 1000 – 2000 m. 
• 40.508 Ha (12,60%) pada ketinggian lebih 2000 m. 
Ibu kota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km ke arah 
utara kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, 
Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. 
 
IV.2 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: 




a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
c. Sub. Bagian Pelaporan 
3. Bidang Pendataan dan Penetapan: 
a. Seksi Pendataan dan Penetapan 
b. Seksi Pehitungan 
c. Seksi Penetapan  
4. Bidang Penagihan dan Penerimaan: 
a. Seksi Penagihan 
b. Seksi Keberatan 
c. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan 
5. Bidang Anggaran: 
a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 
b. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung 
c. Seksi Anggaran Belanja Langsung 
6. Bidang Perbendaharaan : 
a. Seksi Kas dan Giro 
b. Seksi Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan 
c. Seksi Pengujian Belanja Langsung 
7. Bidang Akuntansi : 
a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan 
b. Seksi Akuntansi Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 
c. Seksi Akuntansi Belanja Langsung 
8. Seksi Aset : 
a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan 
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b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset 
c. Seksi Inventarisasi, Pengawasan dan Penghapusan 
9. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
IV.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tana Toraja yaitu: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah 
berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan 
Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel. 
Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Tana Toraja yaitu: 
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah. 
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah. 
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana. 
5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-sumber 
Pendapatan Daerah. 
6. Meningkatkan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 
7. Meningkatkan Kinerja Pengalokasian Belanja Daerah Secara Efisien, 
Efektif dan Transparan berdasarkan Skala Prioritas. 




9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan, 
Pendapatan Daerah. 
10. Meningkatkan Konsultasi terhadap Sumber-sumber Penerimaan 
Keuangan Daerah. 
Dalam mendukung keberhasilan tujuan organisasi maka 
organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
didukung oleh salah satu aspek yaitu aspek sumber daya manusia yang 
terdiri dari 78 orang Pegawai Negeri Sipil dan 76 orang Tenaga Kontrak. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
Tabel 3 
Komposisi Jumlah Pegawai DPPKAD Kab. Tana Toraja 
menurut Pangkat, Golongan dan Ruang 
NO PANGKAT Gol. Ruang Jumlah 
1 Pembina Utama Madya IV C 1 
2 Pembina Tk.I IV B 2 
3 Pembina IV A 3 
4 Penata Tk.I III D 13 
5 Penata III C 6 
6 Penata Muda Tk.I III B 11 
7 Penata Muda III A 18 
8 Pengatur Tk.I II D 1 
9 Pengatur II C 8 
10 Pengatur Muda Tk.I II B 4 
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11 Pengatur Muda II A 8 
12 Juru Muda I A 3 
13 Tenaga Kontrak/Honorer   76 
    Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja, 2012 
Sumber daya manusia aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah ditunjang dengan tingkat pendidikan yang 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4 
Klasifikasi Pegawai DPPKAD  
Kab. Tana Toraja menurut Tingkat Pendidikan 




1 S2 16 0 16 
2 S1 31 26 57 
3 Akademi / D3 7 1 8 
4 D1 - - - 
5 SLTA 21 20 41 
6 SLTP 3 29 32 
 
JUMLAH 78 76 154 















KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tentang fokus 
permasalahan dalam penelitian tentang Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di 
Kabupaten Tana Toraja khususnya Pajak Hotel, maka penulis membuat 
kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
VI.1. Kesimpulan 
Dari uraian hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Pajak 
Daerah Khususnya Pajak Hotel ditarik beberapa kesimpulan: kontribusi 
pajak hotel di Kabupaten Tana Toraja masih jauh dari target yang 
diharapkan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pemungutan dan 
pengawasan yang masih sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat dari 
sistem dan prosedur yang ada. Selain itu jumlah petugas pemungut pajak, 
begitu pula dengan tingkat pengetahuan, pemahaman petugas 
pemungutan pajak terhadap sistem dan prosedur pemungutan pajak masih 
kurang, serta motivasi yang masih rendah sehingga kurang mendukung 
pengelolaan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel di Kabupaten 
Tana Toraja. 
Demikian halnya dengan sarana dan prasarana yang masih 
kurang mendukung kelancaran pemungutan. Kurangnya kontribusi ini juga 
disebabkan oleh kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan 
kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena 
kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak. Selain faktor 
64 
 
tersebut ada juga hal lain yang mempengaruhi wajib pajak enggan 
membayar pajak yaitu karena kurangnya pemasukan yang diterima oleh 
wajib pajak, sehingga mereka enggan membayar pajak.  
VI.2. Saran-Saran 
Setelah melakukan penelitian dan mencermati upaya pengelolaan 
pajak daerah di Kabupaten Tana Toraja khususnya pajak hotel dan telah 
dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa saran 
dapat diberikan yaitu : 
1. Perlu dilakukan pemutakhiran data atau informasi yang berkaitan 
dengan masalah pajak daerah khususnya pajak hotel sebagai salah 
satu input dalam perumusan dan perhitungan nilai potensi pajak hotel 
dan berusaha menerapkannya sehingga penerimaan pajak yang 
diharapkan dapat mendekati nilai potensi pajak tersebut. 
2. Potensi pajak hotel sangat berpengaruh bagi penyediaan dana dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan 
kemasyarakatan di Kabupaten Tana Toraja sehingga seharusnya 
dapat dikelolah dengan baik untuk meminimalisir kendala-kendala 
dalam pencapaian target penerimaan. 
3. Perlu adanya peningkatan pelaksanaan sistem dan prosedur terkait 
dengan pemungutan pajak hotel yang didasarkan pada ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dalam hal ini petugas 
pemungutan pajak perlu ditambah dan kualitas dalam hal ini 
pengetahuan perlu ditingkatkan juga bagi berlangsungnya sistem dan 
prosedur pemungutan yang mampu memberikan hasil yang lebih 
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baik. Begitu pula dengan sarana dan prasarana perlu untuk 
diperhatikan dan diberikan kepada petugas pemungut pajak demi 
kelancaran pemungutan pajak. Selain itu motivasi kerja juga sangat 
perlu diberikan kepada petugas pajak dalam melaksanakan tugas. 
4. Perlu adanya intensitas pengawasan dalam menjamin konsistensi 
penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik 
pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini 
untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kolusi antar wajib 
pajak dengan petugas pemungutan pajak oleh pejabat yang 
berwewenang atau mewakili pimpinan organisasi dalam hal ini 
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